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Abstr-ak

Penulisan skripsi ini bertujuan umﬁ( mengetahw dan menganallss kinerja operator dalam menjalankan
tugas dan kewgjibannya n;elakﬁkan proses pelayanan pembuatan ”KK“dan KTP di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil _’IgﬁbUpaten Kubu Raya. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan kurang
optimalnya ki ner_‘hacjperator sehinggarpelayanan primakurang berjalan secarakmaks mal. Hal tersebutlah
yang menyebabkan sulitnya pemerintah dalam mengambil kebijakan karena datayang kurang valid.
Hasil pend-rfran ini adalah, kurang optimalnya kinerja operator khususnya dalam*pembuatan KK dan
KTP dengan sistem‘online yang disebabkan oleh kualitas SDM yang masih rendah. Halfq ni dapat dinilai
mel alti Resposivitas yang masih rendah, Reeposbmtas yang belum dilaksnakan dengan baik dan
Akuntabilitas: yang masih kurang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja yaQu faktor
J-i"ﬁgkungan dan. pengawasan. T|dak ada_hukuman dan penghargaan membuat petugas tidak memiliki
[ motivasi dalam bekerja \ S i
i : r— |
| Kata kunei: KinerjaOperator, Resposivitas, R_épgﬁbilitas' dan Akuntabilitas ; |:'
§ i |
b A.bstlact f
This research aims to identify and analyze lth formance of the operator in carrying out th}:rr duties
af,;d obligations in order to make Family® % 1D card services in the Department of Population
and Civil Registration Kubu Raya Regency. le of this essay is based on less than optimal
performance of operators so that excellent:ser Cé netirunning optimally. This s exactly what causes the
d|ff|culty of the government in their policy because the data are less valid.
Rwﬁgs of this study was, less optimal operator performance particularly in order to {;ake Family
Register and 1D cards with an online system that is caused by the quality of human rmou_r.ces is till low.
This Can be assessed through Responsiveness is still low, Responsibility Whlcp' has not been
implemented properly and Accountab|l|ty is_dtill -lacking. “There are*severd factqr's that affect the
performante and supervision of environmental factors No punishment and rewards make workers do not
have the mot'lvanon to work: ; ,:
Keywords: Operatpr Performance Responsiveness, Responsibility and Accgﬁgtdolhty
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PENDAHULUAN
. Latar Belakang Pendlitian

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (KKR)
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor:
35 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya,
yang merupakan Kabupaten pemekaran dari
Kabupaten Pontianak. Tujuan utama pemekaran
Kabupaten ini adalah agar kesegjahteraan
masyarakat dapat cepat terwujud dengan
memperlancar pelayanan terhadap masyarakat
dengan mendekatkan pusat kekuasaan pada
wilayah-wilayah yang melingkupi kabupaten ini.
Tugas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
masih digabungkan dalam suatu wadah
organisasi yang disebut Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan
Transmigrass KKR sesuai dengan Peraturan
Bupati (PerBup) Kubu Raya Nomor 1 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat daerah KKR.
Perkembangan lebih lanjut Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan
Transmigrass KKR diubah menjadi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DukCapil)
KKR berdasarkan PerBup Kabupaten Kubu
Raya Nomor 71 Tahun 2009 tentang Struktur
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KKR
(Profil dinas DukCapil, 2011:1).

Perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa
sarana adminisras pemerintah Dinas DukCapil
merupakan sektor terdepan dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Hal ini
disebabkan administrasi pemerintahan sebagian
besar tugasnya sehari-hari  memberikan
pelayanan, yaitu pelayanan yang baik kepada
Negara ataupun kepada masyarakat. Oleh karena
itu, untuk menjadi petugas administras

pemerintah yang baik, mereka harus dapat

melaksanakan tugas sehari-hari, sedangkan
untuk memiliki etika yang baik apabila aparat
pelaksana menunjukkan ciri-ciri perilaku kerja
yang berkualitas tinggi terhadap tugas yang
diembannya atau dilimpahkan, misalnya adanya
rasa tanggungjawab, loyalitas, sungguh-sungguh,
displin pribadi, adanya kepuasan pada diri
sendiri dan lain-lain.

Dalam kehidupan ekonomi, pelayanan publik
akan bisa memperbaiki iklim investas yang
sangat diperlukan bangsa ini agar bisa segera
keluar dari krisis ekonomi yang
berkerpanjangan. Buruknya pelayanan publik di
Indonesia sering menjadi variabel yang dominan
mempengaruhi  penurunan  investasi  yang
berakibat pada pemutusan hubungan kerja
(Sinambela, 2006).

Buruknya pelayanan publik selama ini menjadi
salah satu variabel penting yang mendorong
munculnya krisis kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah. Krisis  kepercayaan
masyarakat teraktualisasi dalam bentuk protes
dan demonstrasi yang cenderung tidak sehat
menunjukkan kefrustasian publik  terhadap
pemerintah (Sinambela, 2006).

Sementara itu dalam sosia budaya, pelayanan
publik yang buruk mengakibatkan terganggunya
psikologi masyarakat yang terindikasi dari
berkurangnya rasa saing menghargai di
kalangan masyarakat, menimbulkan rasa saling
curiga, sifat eksklusivisme yang berlebihan. Ini
pada akhirnya menimbulkan ketidakpedulian
masyarakat baik terhadap pemerintah maupun
terhadap sesama. Akibat yang sangat buruk
adalah menimbulkan berbagai kerusuhan dan
tindakan anarkhis di berbagai daerah. Seiring
dengan hal itu masyarakat cenderung memilih

jalan pintas yang menjurus ke arah negatif
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dengan berbagai tindakan yang tidak rasional
dan cenderung melanggar hukum (Sinambela,
2006).

Berbagai masalah yang diidentifikas tersebut
tampaknya dapat diatasi secara perlahan dengan
pemulihan kepercayaan, misalnya dalam bentuk
meningkatkan mutu dari pelayanan publik
sehingga memberikan citra baik bagi pemerintah
sebagai pelayan publik. Pelayanan administrasi
pemerintah pada Dinas DukCapil KKR meliputi
pelayanan administrasi  kependudukan seperti
pembuatan keterangan Kartu Keluarga (KK),
Kartu Tanda Penduduk (KTP), pembliq@anréj"r‘étr
akte lahir, Surat Keteranganfr}ernafi‘;n, dan lain
sebagainya. -~

Pendaftaran pendudﬁl'(hadalah pencatétan biodata
penduduk, peﬁ::atatan atas._pelaporan peristiwa
kependudukan dan’ pendataan penduduk rentan
adnnnlstras kependudukan serta penerbitan

(_;iokumen kependudukan  yang berupa ‘kartu

identitas ataus surat keterangan keperllduduka-r_\_.-_-

I’encatatan sipil adalah pencatatan peristiva
%

pmting yang dialami oleh seseorang dalari1 |
reg‘ster pencatatan sipil pada Instansi Pelak&dn% 1|||
Pendan‘taran penduduk dan pencatatan 8 p|| -i

bertu].uan untuk memberikan keabsahan |der‘|f
dan kq?asnan hukum atas dokumen penduduk, t}
perlindum__gan status hak _sipil ‘penduduk dan
mmdapatf{gn data yang .mutakhir, jbenar - dan
lengkap (PeFByp KKR No.7%, 2009:I3).

Kartu identif’as atau  surat - keterangan
kependudukan ini ‘ber.upa KK dan KTP. Kartu
identitas atau surat keterangan kepen"auduran-l ni
dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin
mengemudi, nomor pokok wajib paak, polis
asurangi, sertifikat hak atas tanah dan penebitan
dokumen identitas lainnya.

Karena begitu pentingnya fungs dari KK dan

KTP tersebut, pemerintah perlu meningkatkan
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g,

> “=amelayani dan menjalankan suatu peralatan pada

kualitas pelayanan pembuatan KK dan KTP
tersebut. Dalam hal ini kinerja pegawai yang
melaksanakan tugas tersebut dituntut harus
optimal sehingga tercipta pelayanan prima dan
juga semakin mempermudah tugas pemerintah
untuk mengambil kebijakan karena tersedianya
data secara valid, sehingga kebijakan yang
dikeluarkan tepat sasaran.

Operator dan koordinator kecamatan memiliki
peran yang penting dalam proses pelayanan
pembuatan KK dan KTP. Petugas (Operator)
merupakan orang yang bertugas menjaga,
Dinas™ “DukCapil kordinator
.(CoordinatorTl?ecgmatan merupakan orang yang
melaksanakan kordi.r;gsbgengan Dinas DukCapil
di tingkat .Kecamatan uaélam rangka tertib
adm|n|stras kependudukan (B|odata, KK, dan
KTP) -"1‘
-Berdasarkan Perbup KKR- Nomor 7i:: Tahun

sedangkan,

2969 tentang Struktur OrganiSasi, Tugas Pokok,

Fungs dan Tata Kerja Dinas.DukCapil, ©perator

mempunyai tugas. (1) Mémbantu kérdinator
]

Kecamatan' (2) Melaksanakan Sistem mformasi

]. Adm|n|stra5| K ependudukan (SIAIg') dan (3)

o i mel aksanakan

penerbitan Nomor  Induk
Kependudukan (NIK). Jadi Operamid; mempunyai
peran penting dalam upaya m§mpercepat atau
tidaknya proses-pelayanan peﬁﬁbuatan KK dan
KTP. -Apat;ila‘kinerja da_x;j"dpetugas menurun
tentu’ akan  berakibat /t
pembuatan KK dan&T P,

“Kondis deyanan yang di atas jelas dianggap

ferlambatnya proses

sebagai cepat atau tidaknya  kinerja para
petugas. Untuk itu, peneliti ingin mengetahui
bagaimana kinerja yang dilakukan oleh petugas
tersebut. Dari segi peralatan dan perlengkapan

juga kadang bisa menghambat suatu pekerjaan,
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jika salah satu alat mengalami kerusakan maka
pekerjaan akan terhambat.

. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus

penelitian di atas, peneliti  merumuskan

permasalahan sebagai  berikut:  Bagaimana

Kinerja Operator Dinas DukCapil KKR dalam

Pelayanan Pembuatan KK dan KTP?

. Tujuan Penélitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti

di dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses
pelayanan pembuatan KK dan KTP pada
Dinas DukCapil KKR.

2. Untuk mendeskripsikan kinerja petugas pada
Dinas DukCapil KKR dalam Pelayanan
Pembuatan KK dan KTP.

. Manfaat Penélitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi
sumbangan pemikiran bagi Dinas DukCapil
KKR, dadam mengambil keputusan dan
kebijakan dalam menangani masalah kinerja
petugas terutama dalam pelayanan pembuatan
KK dan KTP.

KERANGKA TEORI DAN METODOL OGI

. Kerangka Teori

a. Kinerja

Kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan
yang dilakukan dibandingkan dengan kriteria
yang telah ditetapkan sebelumnya (Robinson
dalam Pasolong, 2007:176). Kinerja juga sebagai
gambaran mengenai  tingkat  pencapaian
pelaksanaan kegiatan, program atau kebijakan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi
organisas (Widodo, 2005:79). Berdasarkan
pengertian-pengertian tersebut, dapat
disimpulkan bahwa kinerja dapat diukur untuk
mengetahui kualitas pekerjaan seseorang atau

organisasi pelayanan publik.

Kinerja pegawai adalah perbandingan hasil
tenaga kerja persatuan waktu (Kusriyanto dalam
Mangkunegara, 2006:9). Selain itu kinerja
pegawai merupakan keberhasilan pelaksanaan
tugas yang dicapai karyawan sesuai dengan
tanggung jawabnya (Mangkunegara, 2006:9).
Terkadang kinerja merupakan hasil akhir suatu
aktivitas (Silalahi, 2011:408). Berdasarkan
pengertian-pengertian tersebut, dapat
disimpulkan bahwa kinerja pegawai adalah hasil
kerja suatu aktivitas yang dicapai pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi
dan tanggung jawab diembannya baik kualitas
maupun Kkuantitas terhitung persatuan periode
waktu.

Tercapainya tujuan organisasi baik offical
maupun operartive sangat ditentukan kinerja
manager dan karyawan (Silalahi, 2011:408).
Dengan demikian, peneliti berasumsi bahwa
semakin baik kinerja pegawai maka semakin
baik pula kinerja organisasi. Kinerja pada
dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor, faktor
tersebut ialah, a. Faktor kemampuan yang terdiri
dari kemampuan potensi (IQ) dan redlitas
(knowledge + skill); dan b. Faktor motivas
adalah sikap positif terhadap situasi kerja (Davis
dalam Mangkunegara, 2006:13).

Dengan demikian, untuk memperoleh kinerja
yang bak, seseorang harus mempunyai
kemampuan yang tinggi untuk mengetahui serta
mengerjakan pekerjaannya. Selain itu, motivas
kerja yang tinggi juga dapat mempengaruhi
seseorang untuk  mencapai  kinerja  yang
maksimal.

Untuk mengetahui baik atau buruk kinerja
seorang pegawai  perlu dilakukan penilaian
kinerja, yang pada dasarnya penilaian kinerja
merupakan faktor kunci guna mengembangkan
suatu organisasi secara efektif dan efesien. Pada

dasarnya apabila kinerja pegawai mengalami
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peningkatan maka berkaitan dengan peningkatan
sebuah organisasi. Penilaian prestass atau
evaluasi kinerja pegawa adalah cara pimpinan
menentukan  apakah  seseorang  karyawan
melakukan pekerjaanya sesuai dengan tugas dan
tanggung dalam
Mangkunegara, 2002:259).

Analisis mengena kinerja merupakan suatu

jawabnya (Mengginson

penilaian terhadap suatu organisasi, bagaimana
sasaran kerja, program atau tugas-tugas khusus
yang telah dilakukan, diukur, atau dievaluas
dengan menggunakan  berbagai  metode.
Pengukuran kinerja merupakan suatu akﬁﬁﬁg '
penilaian pencapaian target- tat;get' fértentu yang
menjadi tujuan orgamgs (Mahsum 2006:29).
Jadi pengukurarL,-ﬁmerJa harus berbess pada
strategi orgaﬁrsasi Pengukuran kinerja juga
harus dndasarkan pada karakteristik operasonal
org_g'usas Manfaatnya sebagai dasar melakukan

perubahan penghapusan dan perbai kan sehingga

dan yang dinila untuk secara bersama

menemukan dan membahas kekurangan-

kekurangan yang terjadi dan mengambil langkah

perbaikannya.
Tujuan

Meningkatkan  saling

penilaian  kinerja ialah, a

pengertian  tentang
persyaratan kinerja; b. Mengakui hasil kerja
karyawan; c. Memberikan peluang kepada
karyawan untuk berdiskus ; d. Merumuskan
kembali sasaran masa depan; e. Memeriksa
(Sunyoto dalam

Mangkunegara, 2006:10). Dengan demikian,

rencana  pelaksanaan

= “wudiharapkan peningkatan kinerja organisasi dapat

tercasé? gl aI ui peningkatan kinerja karyawan.
Menurut L'L"mv__,inne (dllam Ratminto dan

Winarsih 2010:17'5‘5%‘-.(pengatakan ada tiga

indikator penyusun kinerj a? ",

as ‘Responsiveness- | atau re';‘p'onsjvitas ini

mengukur daya tanggap prowders‘terhadap

harapan, keinginan dan.aspirasi serta tlntutan

hasil operasienal organisas mampu mencapal - + customers. |

ttu uan dan sasaran yang telah ditetapkan. [ b. Responsibility atau r&pdnsi biIitasui adalah
|

hBerdasarkan pengertian-pengertian di ata$, suatu ukuran yang menunjhkkan éeberapa

da'hat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja adéalm 1 |H .
qﬂtuk;u i."

mengetahw hasil kerja (output) pegawai fan ' -f-‘

jauh proses pemberian pélayanan Pubhk itu
pent-lalan yang dilakukan pimpinan dilakukan dengan tidak melanggar~|<etentuan—
ketentuan yang telah ditetapkan. .‘

dapat rglren| ngkatkan kinerja organisasi. Pen|la|an1! c. Accountability atau akuntabi‘fitas adalah
- |

kinerjar"{nempunyaj peranan penting dalam
meningka:[kan motivasi . di tempat ~kerja.
Penilaian kérJa ini (Performance Appraisal)
pada dasarnya merupakan faktor “kuncii guna
mengembangkan Stiatu .organlsas secara efektif
dan efisien. Penilaian prestasi kerja'&au Kiferja
memberikan kesempatan kepada pimpinan dan
orang yang dinila untuk secara bersama
membahas perilaku kerja dari yang dinilai. Pada
umumnya setigp orang menginginkan dan
mengharapkan umpan balik mengenai prestasi

kerjanya. Penilaian memungkinkan bagi penilai
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suatu ‘ukuran yang menunjykkan seberapa
" Desar tmgkat ke&esﬁajan antara
penyelenggara pelayanaﬁ dengan ukuran-
ukuran eksternal yarlg ada di masyarakat dan
dimiliki olghxst,ake'ﬁolders, seperti nilai dan

— nf)?m:ay;ng berkembang dalam masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan
deskriptif  kualitatif.
datanya adalah dengan wawancara, observasi
dan studi Teknik analisis data

menggunakan teknik analisis domain. Lokas

Teknik  pengumpulan

dokumen.

5
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penelitian ialah kantor Dinas K ependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Subjek
penelitian ialah Kepala Dinas, Kepala Bidang
Pendaftaran Penduduk dan Sistem Informas
Kependudukan, Kepala Seksi Pencatatan Sipil
dan Operator yang mengurus pembuatan kartu
Kartu I dentitas K ependudukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
. Responsivitas (Responsiveness)

Konsep responsivitas merupakan daya tanggap
dari sis yang memberi pelayanan kepada
masyarakat atau penerima layanan. Seberapa
jauh mereka melihat administrator negara atau
birokrasi publik bersikap tanggap yang tinggi
terhadap apa yang menjadi permasalahan,
kebutuhan, keluhan dan aspiras mereka.
Responsivitas menggambarkan kualitas interaksi
antara administrasi publik dengan klien. Hal ini
berarti responsivitas dapat dilihat dari sejauh
mana kebutuhan, masalah, tuntutan dan aspirasi
klien dapat dipuaskan dalam bingkai kebijakan,
komprehensivitas, assesibilitas administrasi.
Terbukanya administrasi terhadap keterlibatan
klien dalam pengambilan keputusan.
Responsivitas juga dapat diartikan sebagal
kemampuan untuk menyediakan apa yang
menjadi tuntutan seluruh rakyat di suatu negara.
Dalam hal ini responsivitas merupakan cara yang
efisien dalam mengatur urusan baik di tingkat
pusat maupun tingkat daerah atau lokal dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat,
karenanya baik pemerintah pusat maupun daerah
dikatakan responsif terhadap  kebutuhan
masyarakat apabila kebutuhan masyarakat tadi
diidentifikasi oleh para pembuat kebijakan
dengan menggunakan pengetahuan  yang
dimiliki, secara tepat dan dapat menjawab apa
yang menjadi kepentingan publik. Resposivitas
petugas pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dinilai

masih rendah walaupun pelayanan yang
diberikan petugas dianggap cukup akan tetapi
ada masyarakat yang berpendapat bahwa
pelayanan yang diterima sangat kurang
memuaskan. Hal ini dinilai oleh masyarakat
karena petugas kurang tanggap akan tuntutan
masyarakat akan pelayanan bak berupa
infformasi  maupun daya tanggap petugas

terhadap keluhan dan tuntutan masyarakat.

. Responsibilitas (Responsibility)

Responsibilitas dimaksudkan untuk menjelaskan
apakah pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada
masyarakat dilakukan sesuai dengan prinsip-
prinsip administrasi yang benar dan sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah KKR. Kegiatan pelaksanaan
pelayanan publik yang dilakukan petugas kepada
masyarakat tentunya mempunyai aturan berupa
prosedur dan persyaratan yang dijadikan
pedoman bagi setiap unit pelayanan yang harus
dipenuhi oleh masyarakat sebagai pengguna jasa
layanan.

Namun kenyataan yang dijumpa penditi di
lapangan bahwa prosedur dan persyaratan yang
telah ditetapkan tidak dapat dijalankan secara
konsisten, karena masih terlihat siapa yang
menjadi masyarakat atau pengguna jasa. Petugas
tidak mampu mempertahankan prinsip-prinsip
administras yang benar dengan berpedoman
kepada pejabat atau tokoh masyarakat ataupun
masyarakat yang mempunyai hubungan keluarga
dengan petugas Dinas DukCapil KKR. Dan
petugas juga tidak mampu untuk mematuhi
peraturanan dan tata tertib yang berlaku di Dinas
DukCapil KKR.

. Akuntabilitas (accountability)

Akuntabilitas (accountability) secara harfiah
dapat diartikan sebagai “pertanggung jawaban”.
Menurut Akbar (2011), akuntabilitas publik

merupakan hasil dari suatu entitas kedalam
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bentuk fungsinya, program dan kegiatan, terhadap hasil kerja mereka daam
maupun kebijakan suatu lembaga publik harus pembuatan kartu identitas kependudukan.
dapat dijelaskan dan dipertanggung jawabkan 2. Responsibilitas belum dilaksanakan dengan
kepada masyarakat (public disclosure), dan baik, dilihat pada jam masuk kerja yang
masyarakat dapat dengan mudah mengakses sering terlambat. Dan ketidak patuhan
informasi dimaksud tanpa hambatan. Tuntutan petugas terhadap peraturan mengenai untuk
keterbukaan dalam proses manajemen keuangan tidak meminta biaya dalam pembuatan kartu
daerah di era kebijakan otonomi, membutuhkan identitas kependudukan, keterlambatan pada
pola akuntabilitas publik melalui pembangunan pembuatan KK dan KTP dari waktu yang
sistem akuntans pemerintahan. memberikan telah ditentukan dan petugas yang menjadi
peluang terhadap peningkatan penyediaan biro jasa (calo).

infformasi yang handal dan akurat serta 3. Akuntabilitas yang dinilai masih kurang,
berorientasi pada peningkatan tolok ukL,Lr k&ﬁérf::: 'Ih"—u..:_karena KaDis DukCapil KR dan KaBid
dalam memberikan pelayar}an publlk yang Iggn“Uany‘lf dan SimDuk yang tidak terlalu
maksimal, dan merupgkan proses pertanggung _ tegas terhaabp__pawahan dalam membina dan
jawaban (stewardshlp and accountablllty mengawasi mere‘l?a-&aat bekerja. Sehingga
process), manajerlal dan: unsur pengendalian banyak' petugas yangu1bek§arja sesuka hati
manajemen di pemermtah daerah. smereka sendiri- karena merri‘gmggap atasan
Akuntab|lltas yang dinilai masih kurang karena yang baik dan tidak -akan beranrkmenegur
KaDls DukCapil KR dan KaBid PeridafDuk dan . meéreka .

$imDuk yang tidak terlalu tegas "'Ierhad;:ph_é. . Apresas Y
tgbvvahan dadam membina dan mengawaSil Pada kesempatan ini, saya mehgucapkam terima
rr;preka saat bekerja. Sehingga banyak petug£ ' kash kepada seluruh pengasuh dan pbngelola

ya‘hg bekerja sesuka hati mereka sendiri karénﬁﬂ“ II,.Program Studi IImu Pemefintahan kerjasama
menganggap atasan yang baik dan tidak %am‘-l ]. Universitas Tanjungpura dan E"emerlntah

berarig menegur mereka. -, .:.;' -f-‘ Provins Kalimantan Barat dan Juga Seluruh
D. SIMP-T}grLAN 1} Pegawai Dinas Kependudukan daiiu Pencatatan
1 Simpulan Sipil Kabupaten Kubu Raya yang telah terlibat
Berdasarkan pembahasan pada bab %belumnya1 _.~~daam penelltlan ini. .
maka penuI|§~dapat mengemukakan kesmpulan ’:,.u'-‘d
sebagai berikuty ' DAFTAR PU‘S"I:AKA

"

1. Responsivitas rﬂas,h,_r(_ang?n dapat dilihat dari Buku-BuKy e -

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Dharma, Surya. 2005. Manajemen Kinerja —
dari sudut pandang pelayanan persona Falsafah — Teori da_n Penerapannya.
' Y ogyakata. Pustaka Pelgjar.
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Komariah, Aan.,, Djam’an Satori. 2012.
Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:
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dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dan

yang diberiken oleh petugas tidak  sesiia Lembaga Administrasi Negara. 2008. Operasional

dengan harap masyarakat seperti kesalahan Pelayanan Prima. Jakarta: LAN.
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